WALIKE)TA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PALANGKA RAYA
‘NOMOR 3 TAHUN 20017

TENTANG

- BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

®

Menimbaing bahwa dalam rangka penataan pembangunan agar sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail
Tata Ruang dan guna tercapainya penataan kota vang asri
serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, Keamanan serta
ketertiban masyarakat, maka perlu pedoman yang mengatur
mengenai tata tertib penyelenggaraan bangunan di Kota

Palangka Raya;

b.  bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal,
tungsional, berjati diri, serasi dan selaras dengat
lingkungannya perlu penataan Bangunan Gedung di Kota
Palangka Raya;

c. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan
memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan
serta mampu menjamin keselamatan bagi penghuni dan
lingkungannya, perlu melakukan penataan dan penertiban
bangunan dalam wilayah Kota Palangka Raya:

d. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2009 sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Palangka Raya

sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;



Mengingat

.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Bangunan

Gedurnig.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang -~ Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana teiah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang DBangunan Gedung (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1.
2.

(2

10.

Daerah adalah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagali unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait di
bidang teknis bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Palangka Raya.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
mendapat pendelegasian dari Walikota Palangka Raya di bidang bangunan
gedung.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagali tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkap:
dengan peraturan zonasi kota.

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persvaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap

blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
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Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus.
Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun
fungsi sosial dan budaya.

Baigunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentul yang dapat menimbulkan dampak
penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.

Bangunan Gedung Hijau adalah Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan
Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam
penghematan energi, air, dan sumberdaya lainnya melalui penerapan prinsip
Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam sctiap
tahapan penyelenggaraannya.

Keterangan Rencana Kabupaten/Kota adalah informasi tentang persyaratan tata
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
pada lokasi tertentu,

Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung
dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur,
rencana struktur, rencana mekanikal/ elektrikal, rencana tata ruang luar,
rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana
anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar
teknis yang berlaku.

Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang

disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persvaratari
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teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemaniaatan,
pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan
Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesual dengan fungsi bangunan gedung
yang ditetapkan. .

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutniya disingkat IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada pemohon untuk
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka
melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku.

Permohonan lIzin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang
dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau
sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah,
merehabilitasi dan/atau membperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan
menggall, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh
ba;rian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.

Bukti kepemilikan bangunan gedung adalah surat keterangan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung sebagai bukti
kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan IMB dan
telah memiliki SLF sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang
berlaku.

Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, dan
Pelngguna Bangunan Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan
Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan
Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian
Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau
badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang

Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi,
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pengawas/manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung
dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.

Tim ahli bangunan gedung yeng selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang
terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung
untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen
rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan
masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung
tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara periodik dengan keputusan
Walikota.

Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyat
sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan
umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi
dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segl
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun,

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis imajiner
yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah garis rencana jalan yang telah

ditetapkan dalam rencana kota;

. Koefisien Dasar Bangunan (KDB} adalah angka presentase perbandingan antara

luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan / tanah perpetakan /
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan {KLB} adalah angka presentase perbandingan antara
Juas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka presentase perbandingan antara luas
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung vang diperuntukan bagi
pe-tamanan / pénghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan
yvang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana

bangunan tersebut didirikan sama dengan titik puncak dari bangunan.

. Ruang Terbuka Hijau (RTH} adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
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tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.

Site Plan adalah rencana tapak berupa peta rencana peletakan bangunan
dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu
dan/atau surat keterangan yang menyatakan informasi mengenai rencana
peruntukan / penggunaan atas suatu persil tanah.

Gaya arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya
adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra dan nuansa
arsitektur berdasarkan budaya Kalimantan Tengah yang dijiwai oleh suku adat
Daerah Kalimantan Tengah melalui penerapan berbagai prinsip bentuk yang
mengandung identitas maupun nilai arsitektur tradisional Daerah Kalimantan
Tengahb di Kota Palangka Raya.

Ornamen daerah / lokal adalah hiasan dalam arsitektur bangunan yang ada di
daerah Kota Palangka Rava, dapat berupa replika, ukiran, patung, lukisan alat-
alat tradisional suku adat Kalimantan Tengah.

Menara telekomunikasi, yvang selanjutnya disebut menara, adalah salah satu
infrastruktur pendukung dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi atau
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah,
atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan
gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya
dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk
tunggal tanpa simpul, dirmana [ungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan
sebagal sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Paragrafl 1
Maksud
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang

diperlukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan

tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah.
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Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kota Palangka Raya
diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Bangunan bertingkat rendah (satu sampai dengan dua lantai)

b. Bangunan bertingkat sedang {tiga sampai dengan lima lantai)

¢. Bangunan bertingkat tinggi {enam lantai ke atas}

Menurut luasannya, bangunan di wilayah Kota Palangka Raya diklasifikasikan
sebagai berikut :

a. Bangunan dengan luas minimal 200 m?;

b. Bangunan dengan luas minimal 400 m?;

c. Bangunan dengan luas minimal 600 m?;

d. Bangunan dengan luas minimal 800 m?2.

Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kota Palangka Raya diklasifikasikan
sebagai berikut :

a. Bangunan pemerintah;

b. Bangunan swasta;

¢. Bangunan perorangan.

Pasal 9

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik
dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, RTBL, peraturan zonasi, dan/atau
panduan rancang kota.

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan
pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung
dan ditetapkan dalam IMB.

BAB 11
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratf dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.

Persyaratan administrasi Bangunan Gedung meliputi :

a. Status hak tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,;
b. Status kepemilikan bangunan gedung;

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB} bangunan gedung.
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Izin Mendirikan Bangunan (IMB} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
surat bukti dari Pemerintah Daerah yang diterbitkan atas setiap pererncanaan
teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan adminijstratif dan
persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung serta telah disetujui oleh Pemerintah Kota;

IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan
bangunan gedung di wilayah Kota Palangka Raya, dengan tujuan terjaminnya
keselamatan penghuni dan lingkungan secara tertib pembangunan;

Pemerintah Daerah wajil> memberikan secara cuma-cuma surat Kelerangan
Rencana Kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan
mengajukan permochonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis
13angunan Gedung.

Perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam

IMB diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

Paragrafl 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau

Prasarana/Sarana Umum
Pasal 14

Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau di
bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan

persetujuan dari instansi terkait.

IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} wajib mendapat  Pertimbangan  Teknis TABG dan dengan

mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib

mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragral 1
Umum

Pasal 15

Persyaratan tata bangunan meliputi;

a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;

b. arsitektur bangunan gedung; dan

¢. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
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Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas BangunanGedung
Pasal 16

Persyaratan peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf a adalah bahwa Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung
harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Palangka Raya;

b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Palangka Raya;

¢. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan;
d. Peraturan zonasi dan/atau panduan rancang kota.

Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat
peruntukan penunjang agar dapat berkonsultasi dengan Dinas Teknis.

Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi belum ditetapkan, maka
ketentuan mengenai peruntukan lokasi diatur sementara dalam Peraturan
Walikota.

Pembangunan yang dilakukan pada kawasan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya diajukan secara tertulis kepada Walikota;

Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran atau sarana lain atau yang
melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah/ di atas air, atau
pada daerah lantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat

persetujuan khusus dari Walikota.

Pasal 17
Fungsi bangunan toko atau ruko hanya diperkenankan pada zona pemanfaatan
kawasan peruntukan perdagangan dan pada peruntukan perdagangan dan jasa
yang tercantum pada rencana tata ruang Kota Palangka Raya.
Pembangunan toko atau ruko tidak diperkenankan pada zona pemanfaatan
kawasan peruntukan kawasan lahan cadangan.
Tidak diperkenankan merubah fungsi bangunan toko atau ruko menjadi hotel
atau fungsi penginapan lainnya.
Desain fasad atau muka bangunan toko maupun ruko di wilayah Kota Palangka

Raya diatur melalui rekomendasi teknis Site Plan melalui Dinas Teknis terkait.

Pasal 18
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Fungsi bangunan hotel dan penginapan lainnya hanya diperkenankan pada
zona pemanfaatan kawasan untuk peruntukan jasa yang tercantum pada
rencana tata ruang Kota Palangka Raya.

Pembangunan hotel dan penginapan lainnya tidak diperkenankan pada zona
pemanfaatan kawasan peruntuken kawasan lahan cadangan.

Pembangunan hotel dengan akses langsung jalan arteri baik primer maupun
sekunder hanya diperkenankan hotel dengan kelas bintang tiga ke atas.

Hotel dengan kelas di bawah bintang tiga hanya dapat dibangun dengan akses

langsung jalan kolektor.

Pasal 19
Ketentuan pembangunan fungsi bangunan hunian jenis rumah sewa dan kamar
sewa harus sesuai dengan fungsi ruang sebagaimana diatur di dalam
perencanaan tata ruang kota;
Pembangunan rumah sewa dan kamar sewa tidak diperkenankan dibangun
dengan akses langsung jalan arteri;
Pembangunan rumah sewa dan kamar sewa dengan akses langsung jalan
kolektor diperkenankan dengan memenuhi persyaratan khusus.
Pembangunarn rumah sewa dan kamar sewa dapat dibangun dengan akses
langsung jalan lokal mau pun jalan lingkungan.
Ketentuan persyaratan khusus tersebut di atas diatur secara detil melalul

rekomendasi teknis Site Plan.

Pasal 20

Persyaratan kKhusus pembangunan rumah sewa dan kamar sewa sebagaimana
dimaksud pada pasal 12 ayat (3) adalah dirancang secara berhadapan yang
tidak berhadapan langsung dengan muka jalan, di bawah 1 (satu) atap dan
hanya merniliki 1 (satu) akses jalan masuk.
Ketentuan pembangunan rumah sewa sebagai fungsi hunian adalah luas
bangunan minimal 36 m? (tiga puluh enam meter persegi), dengan ukuran lebar
minimal lahan 6 (enam) meter dan luas lahan efektil minimal 72 m? {tujuh
puluh dua meter persegi).
Guna meningkatkan kualitas kenyamanan, kesehatan hunian dan memenuhi
kebutuhan dasar penghuninya, pembangunan rumah sewa periu menyediakan
ruang sekurang-kKurangnya terdiri dari :
a. 1 (satu} ruang tidur yang memiliki pencahayaan dan ventilasi cukup;
b. 1 {satu) ruang serbaguna sebagal ruang interaksi keluarga dan aktivitas

lainnya;

c. 1 {satu) kamar mandi/kakus/cuci sebagai bagian ruang servis hunian.
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a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai/danau,

dan/atau jaringan tegangan tinggi;

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar
bangunan gedung, dan jarak antara saluran draenase atau bagian terluar
kepemilikan tanah dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang

bersangkutan.
Pasal 28

Garis sempadan bangunan terluar yang s¢jajar dengan as jalan (rencana jalan)
/ tepi sungai ditentukan berdasarkan lebar jalan / rencana jalan / lebar
sungai, fungsi jalan dan peruntukan kavling / kawasan;

Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut ayat (1), dihitung dari as jalan
ke dinding terluar bangunan;

Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut ayat (1} untuk daerah
pinggir sungai ditentukan berdasarkan faktor keamanan dan budaya setempat;
Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang
berbatasan derngan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2
meter dari batas kavling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang
saling berbatasan;

Garis terluar suatu tritis /oversteck yang menghadap ke arah tetanga, tidak
dibenarkan melewati pekarangan yang berbatasan dengan tetangga;

Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis sempadan
pagar, cucuran atap suatu tritis/overstock harus diberi talang dan pipa talang
harus disalurkan sampai ke tanah;

Dilarang menempatkan lubang angin / ventilasi / jendela pada dinding yang
berbatasan langsung dengan tetangga,

Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah
maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar dan tidak diperbolehkan

melewati batas pekarangan.

Pasal 29

Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun di tepi sungai tak
dalam apabila berada di luar kawasan perkotaan adalah 100 meter dari garis
pasang tertinggi dan 15 meter untuk bangunan gedung di tepi danau / sungai
tak dalam apabila berada di dalam kawasan perkotaan.

Besarnya garis sempadan danau/sungai di luar ayat (1) ditetapkan oleh

Walikota setelah mendengar pertimbangan para abli.
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untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian
rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.

Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] belum fersedia,
instansi teknis Pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja sama
dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan

pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
Pasal 98
Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar permintaan
pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung yang telah
selesai pelaksanaan konslruksinya atau untuk perpanjangan 3SLF Bangunan
Gedung vang telah pernah memperoleh SLF. '
SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.
SLF Bangunan Gedung diberikan setelah terpenuhinya persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi
Bangunan Gedung.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1}):
a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas
tanah;
2} kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen
status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
3) kepemilikan dokumen IMB.
b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen
status kepemilikan Bangunan Gedung;
2) kesesuaian data aktual (terakhir] dan/atau adanya perubahan dalam
dokumen status kepemilikan tanah; dan
3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data
dalam dokumen IMB.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah sebagai berikut;
a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan
konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta

perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja;
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2) pengujian lapangan (on site} dan/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur,
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada
komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis
akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan
kelaikan fungsi Bangunah Gedung,

b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan
Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan
Bangunan Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil
perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk
perubahan [ungsi, intensitas, arsitektrur dan dampak lingkungan yang
ditimbulkan;

2} pengujian lapangan {on site} dan/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur,
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada
struktur, komponen konstruksi dan peralatan vang memerlukan data
teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas,
arsitektur serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan
Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung.

Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam
daftar simak, disimpulkan alam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan

Pemeriksaan Berkala.

Bagian Keempat
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Pasal 99

‘ Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna

bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyvatakan memenuhi
persyaratan laik fungsi;

Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah
memnuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan
Daerah ini;

Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan

gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi;
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Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan
secara berkala bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi
nasional yang berlaku.
Pasal 100
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung dilakukan untuk seluruh atau
sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau saraﬁa
dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat
dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk mempercleh perpanjangan
SLF.
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan
Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan
penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang
mempunyai sertifikat kompetensi yang sesual.
Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan
perawatan Bangunan Gedung;
b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan
persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
c. kegiatan analisis dan evaluasi, dan kegiatan penyusunan laporan.
Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan bangunan
rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan.
Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah
dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan Bangunan

Gedung.

Paragraf 2
Perpanjangan SLF
Pasal 101

Perpanjangan SLF Bangunan Gedung diberlakukan untuk Bangunan Gedung
yang telah dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis.
Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} yaitu:

a. untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan

rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk

perpanjangan SLF);

. untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret

sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 {dua puluh)
tahun;
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c. Tidak memiliki izin mendirikan hangunan;

Bangunan gedung vang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian
teknis;

Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya
menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung;

Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana
teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang
ditunjuknyva,

Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti

ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.

Pasal 106
Walikota dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan
vang dinyatakan;
a, Rapuh;
. Membahayakan keselamatan umum;
c. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.
Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan
bangunannya;
Sebelum mengajukan permohonan izin merobohkan bangunan permohonan
harug terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan
kepada dinas teknis yang meliputi:
a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
b. Persyaratan merobohkan bangunan;

¢. Hal-hal lain yang dianggap perlhu,

_ Pasal 107
Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan;
Ketentuan ayat (1) ini tidak berlaku bagi:
a. Bangunan sederhana;
b. Bangunan bertingkat tidak bertingkat;
Perencanaan merobohkan bangunan meliputi:
a. sistem merobohkan bangunan;

b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.
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Pasal 108
Permohonan Mendirikan Bangunan harus diajukan sendiri secara tertulis
kepad Walikota oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir
yvang disediakan oleh instansi teknis;
Formulir isian tersebut dalama ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat

Keputusan Walikota,

Pasal 109

Instansi teknis mengadakan penelitian atas Permohonan Mendirikan Bangunan
yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan linglkungan
menurut peraturan yang berlaku pada saat Permohonan Mendirikan Bangunan
diajukan;

Instansi teknis memberikan tanda terima Permohonan Mendirikan Bangunan
apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi,

Instansi teknis memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan
bangunan apabla perencaan merobohkan bangunan yang diajukan telah

memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.

Pasal 110

Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5

{lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima,;

Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana

yang disahkan dalam rekomendasi;

Pasal 111

Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus

menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan  beserta

lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas;

Fetugas berwenang:

a. Memasuki apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk
merobohkan bangunan atau bagian - bagian bangunén yang dirobohkan
sesuai dengan persyaratan yang disahkan rekomendasi;

b, Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk
merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan

- sesuai dengan persyaratan yang disahkan rekomendasi;

c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk
merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan
lingkungan serta memerintahkan menaati cara-cara yang telah disahkan

dalam rekomendasi.
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Pasal 115
(1) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.
12) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak banyaknya 2 (dua} kali masa
" kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

‘(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota,

BAB VI
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 116
(1) Sebelum memulai pekerjaan, pemchon IMB wajib membayar retribusi dahuly;
2) Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis;
' {(3) Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15
hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemchon;

(4) Retribusi yang telah dibayarkan tidak bisa diminta kembali;

_(5) Balik nama atas IMB dikenakan biaya retribusi sebesar 10 % dan besarnya
v perhitungan kembali retribusi IMB yang bersangkutan.
.
Pasal 117
Biaya Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan (IMB)
(1) Biaya IMB terdiri dari :
a. Biaya [ormulir pendaftaran;
b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan
kontruksi,
¢c. Biaya pengawasan;
d. Biaya sempadan;
(2) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan

pada nilai bangunan, lokasi bangunan, status bangunan, kelas bangunan,

tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.

BAB VII
PERMOHONAN BANDING KEPADA DPRD
Pasal 118
« Permohonan banding kepada DPRD dikenakan terhadap:

a. Keputusan penoclakan atau pencabutan surat izin oleh Walikota;




-
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b. Keputusan Walikota mengenai penetapan ketentuan - ketentuan atau syarat —

(L

(2)

syarat lebih lanjut atau penetapan larangan.

Pasal 119
Permohonan banding oleh yang berkepentingan dilakukan secara tertulis dalam
jangka waktu satu bulan setelah dikirimkannya keputusan;
Dalam keadaan luar biasa Walikota dapat memperpanjang jangka waktu itu

selama-lamanya 1 {satu) bulan.

Pasal 120

Permohonan banding itu harus memuat :

a.
H.
c.

dl.

(2)

Nama dan tempat tinggal yang berkepentingan atau Kuasanya;
Tanggal dan nomor keputusan yang dimohon banding;
Alasan ~ alasan yvang menjadi dasar permohonan banding itu;

Pernyataan ke utusan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan,

Pasal 121

Walikota membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permchonail
banding itu;
Jika pencabutan suatu izin bangunan dinyatakan tidak beralasan oleh dan

dengan suatu keputusan DPRD, maka izin itu berlaku kembali.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 122

Pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan atas permohonan Izin Mendirikan

Mangunan dilaksanakan oleh dinas teknis yang menerbitkan / mengabulkan

permchonan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pengawas sebagaimana dicantumkan

dalarmn ayat (1} tersebut di atas memiliki wewenang :

a. memasuki dan memeriksa lockasi kegiatan pelaksanaan permmbangunan;

b. mamerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk
mengubah, memperbaiki, membongkar atau rmenghentikan sementara
kegiatan mendirikan bangunan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan

permohonan Izin Mendirikan Bangunan,
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g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung,

h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau;

i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain penggunaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dapa dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % dari nilai banunan yang
sedang atau telah dibangun;

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2

ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 126

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan j.ika
mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dif)idana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15 % dari nilai bangunan
gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi oaring lain yang
mengakibatkan cacat seumur hidup;

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dipidana penjara paling
lama 5 {lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20 % dari nilai bangunan
gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

IDa.larn proses peradilan atau tindakan pada atyat (1), ayat (2) dan ayat (3)
hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung;
Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 127

Setiap orang atau badan yang karena kelalainnya melanggar ketentuan yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan

bangunan gedung tidak layak fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana

denda,;

Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak 1 % dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan

kerugian harta benda orang lain.
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Bangunan yang telah didirakan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini
terbit dan telah memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah atau Surat
Keputusan Walikota sebelum Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki IMB
menurut Peraturan Daerah ini;

Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang
belum memiliki IMB dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perundangan
Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki IMB. Penyesualan bangunan
tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan
tenggang waktu 3 (tiga) tahun;

IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 {dua) diberikan sepanjang lokasi
bangunan sesuai dengan rencana detil tata ruang dan Garis Sempadan
Bangunan {GSB) Kota Palangka Raya;

Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan akan diselesaikan

berdasarkan ketentuang Peraturan Daerah ini.

BARB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 130

Untuk kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu dapat ditetapkan peraturan

bangunan secara khusus oleh Walikota berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan yang telah ada;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 16) di Kota Palangka Raya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, Palangka Raya.








